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P U T U S A N
Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx,

tempat  tinggal  di  KABUPATEN  MUARO  JAMBI,  PROVINSI

JAMBI, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT,  umur  32  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

xxxxxxxx,  tempat  tinggal  di  KABUPATEN  MUARO  JAMBI,

PROVINSI JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; 

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat

bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  17

Januari  2022 yang telah terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti

dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami  istri  yang sah,  yang

melangsungkan  pernikahan  pada  tanggal  30  Juli  2008  yang  dicatat  oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  xxxxxxxxx  xxxxx

xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta

Nikah  dengan  Nomor:  573/10/VII/2008,  tertanggal  04  Januari  2021  yang

dikeluarkan oleh KUA tersebut;
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2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  perawan  dan

Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan

sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di

Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Pall Merah, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa  dalam  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

melakukan  hubungan  layaknya  suami  istri  (ba'da  dukhul),  dan  telah

dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- ANAK 1, lahir pada tanggal 21 April 2009,

- ANAK 2, lahir pada tanggal 07 November 2010, 

yang saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat; 

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2021 rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadinya perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Karena  Pada  Februari  2021,  dimana  Tergugat  telah

mempunyai  wanita  idaman  lain,  perihal  ini  diketahui  Penggugat  dari

wanita selingkuhan Tergugat dan diakui oleh Tergugat sendiri; 

b. Karena Tergugat mengulangi perbuatan yang sama (Selingkuh) dan

telah melakukan perbuatan zina dengan wanita yang berbeda lagi pada

tanggal  23  Desember  2021  dan  perihal  ini  diketahui  Penggugat  dari

wanita selingkuhan Tergugat dan diakui oleh Tergugat sendiri;  

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat  terjadi  pada  23  Desember  2021  disebabkan  oleh  perihal  diatas

yaitu  point  5  (Lima)  Sejak  saat  itu  Penggugat  dengan Tergugat  berpisah

tempat  tinggal  dan  tidak  pernah  menjalankan  kewajiban  sebagaimana

layaknya suami istri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat  benar-benar  sudah  tidak  harmonis  dan  sulit  untuk

dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk

menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;
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8. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat ini,

Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari

Permohonan Penggugat yang ajukan pada Pengadilan Agama Sengeti; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan

memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;  

2. Memutuskan  hubungan  pernikahan  Penggugat  (PENGGUGAT) dengan

Tergugat (TERGUGAT), putus karena perceraian;  

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar

bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa,  untuk  mengoptimalkan  upaya  perdamaian  tersebut,  sesuai

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,   Majelis  Hakim sesuai  kesepakatan

Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Muhammad Ismet, S.Ag., M.H., selaku

mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan

tertulis  mediator  menyatakan  bahwa  upaya  mediasi  melalui  proses  mediasi

tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan

perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  telah  mengajukan

jawaban di persidangan yang isi pokoknya membenarkan semua dalil gugatan

Penggugat,  dan  mengenai  keingina  Penggugat  untuk  becerai  dari  Tergugat,

Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan Penggugat tersebut;
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Bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  memberikan  kesempatan  secara

berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-

masing;

Bahwa  kesempatan  pertama  dimanfaatkan  oleh  Penggugat  untuk

menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukt

i Surat Penggugat

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  573/10/VII/2008,  Tanggal  04  Januari

2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan,

xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,  Ketua

Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi Penggugat

1. SAKSI  1,  umur  22  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  xxxx  xxxxx  xxxxxx,  tempat  tinggal  di  KOTA  JAMBI,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- B

ahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah teman Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu; 

- B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

kediaman bersama di  Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Pall  Merah,

xxxx xxxxx; 

- B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

- B

ahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 
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- B

ahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak bulan Februari 2021; 

- B

ahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain. Hal

itu  sudah dilakukan Tergugat  sebanyak 2 (dua)  kali  dengan wanita

yang  berbeda-beda,  yang  pertama  bernama  Mita,  yang  kedua

bernama Rini; 

- B

ahwa  saksi  mengetahui  karena  Penggugat  yang  menceritakan

keadaan  rumah  tangganya  kepada  saksi,  dan  saksi  melihat  video

perzinahan  Tergugat  dengan  Rini  yang  diperlihatkan  Penggugat

kepada saksi; 

- B

ahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

- B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

lebih kurang 2 (dua) bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman

bersama dan tinggal bersama orang tuanya; 

- B

ahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh pihak

keluarga namun tidak berhasil; 

2. SAKSI  2,  umur  32  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan xxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xx, Lrg. Rambutan,

xxxx  xxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxx,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx,  di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

- B

ahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah teman Penguggat sejak tahun 2015; 

- B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
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kediaman bersama di  Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Pall  Merah,

Kota Jambi; 

- B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

- B

ahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- B

ahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak 1 (satu) tahun yang lalu; 

- B

ahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena  Tergugat  sudah  2  (dua)  kali  melakukan

perselingkuhan dengan wanita lain. Perselingkuhan pertama dengan

wanita bernama Mita dan yang kedua bernama Rini; 

- B

ahwa saksi  pernah melihat  langsung saat  Penggugat  dan Tergugat

bertengkar karena masalah perselingkuhan Tergugat tersebut; 

- B

ahwa  selingkuhan  Tergugat  yang  pertama  saksi  tidak  kenal,

sedangkan selingkuhan yang kedua yang bernama Rini saksi kenal,

bahkan  selingkuhannya  tersebut  juga  mengakui  bahwa video  yang

dimiliki Penggugat yang berisikan adegan hubungan suami istri antara

Tergugat  dengan  wanita  bernama  Rini  tersebut  dibenarkan  oleh

wanita bernama Rini tersebut; 

- B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

lebih kurang 2 (dua) bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman

bersama dan tinggal bersama orang tuanya;

- B

ahwa  pernah  diusahakan  oleh  pihak  keluarga  untuk  mendamaikan
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Penggugat  dan  terguagt,  namun  tidak  berhasil  karena  Penggugat

tidak mau rukun lagi; 

Bahwa  setelah  diberi  kesempatan  Penggugat menyatakan  tidak

mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang

masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban

serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal

yang  telah  termuat  dalam  berita  acara  sidang  yang  dianggap  sebagai  satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar

bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Muhammad

Ismet,  S.Ag.,  M.H.,  yang  telah  ditetapkan  oleh  Majelis  Hakim,  namun upaya

mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  gugatan  cerai  yang  termasuk

bidang perkawinan yang perkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka

berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara

ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat,

yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  tersebut,  Majelis

Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat

dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

harapan lagi  untuk rukun kembali,  sebagaimana ketentuan Pasal  39 ayat  (2)

Undang-Undang nomor  1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah  diubah

dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  untuk  dikabulkan  gugatan  cerai  dengan  alasan

tersebut  di  atas,  sebagaimana penjelasan Pasal  39 ayat  (2)  Undang-Undang

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Undang  nomor  16  tahun  2019,  Jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

tentang  Perkawinan,  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  harus

terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat   dan Tergugat

masih  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,  dan  belum  pernah  bercerai,  (2).

Antara  Penggugat  dan Tergugat  terjadi  perselisihan dan pertengkaran secara

terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  cerai  tersebut  jawab  menjawab

antara  Penggugat  dan  Tergugat  di  persidangan  pada  prinsipnya  semua  dalil

gugatan Pengugat diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal

sebagai berikut;

 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  yang tinggal

bersama sebagaimana dalam surat gugatan;  

 Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2021 disebabkan

Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan pada tanggal 23 Desember

2021 Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita yang berbeda bahkan

sampai berzina dengan wanita tersebut;

 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi

sejak tanggal 23 Desember 2021;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  perkara  perdata

khusus  yang  tunduk  kepada  hukum  acara  yang  bersifat  khusus  pula,  maka

berdasarkan  azas  lex  specialis  derogat  lex  generalis,  walaupun  posita

Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan

dalil gugatannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang,  bahwa terhadap alat  bukti  yang diajukan oleh Penggugat,

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat

masih terikat  dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai,  dalam

persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang,  bahwa terhadap alat  bukti  tertulis  berupa fotokopi  kutipan

akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim

menilai  bahwa alat  bukti  tersebut  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,

telah  dinazegelen  dan  dicocokan  sesuai  dengan  aslinya  dalam  persidangan

ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah

memenuhi  persyaratan  formil  sebagai  alat  bukti  autentik  yang  mempunyai

kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,  sesuai  ketentuan  Pasal

1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan

Tergugat  telah  melangsungkan  perkawinan  secara  sah  dan  tidak  ada  bukti

bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

ماكان     على ماكان بقاء الصل

(hukum  asal  sesuatu  tetap  berlangsung  sebagaimana  yang  lalu  sampai  ada

perubahan  yang  pasti),  oleh  karenanya  telah  terbukti  bahwa Penggugat  dan

Tergugat adalah suami-istri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai,

sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai

pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak

ada  harapan  rukun  lagi,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  22  Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang

yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat  ke

persidangan,  Majelis  menilai  saksi-saksi  tersebut  adalah  orang  yang  sudah

mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam

perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan

Penggugat  maupun  Tergugat,  dan  saksi-saksi  tersebut  tidak  mempunyai

kepentingan terhadap perkara ini  dan memberikan keterangan masing-masing

secara  terpisah  di  bawah  sumpahnya,  oleh  karena  itu  saksi-saksi  tersebut

secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  ketidakrukunan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat,  hanya saksi kedua Penggugat yang pernah melihat

langsung  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  saksi-saksi  yang

diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan 2

(dua) orang wanita lain, saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan

Tergugat  sudah berpisah selama lebih kurang 2 (dua)  bulan,  dan saksi-saksi

tersebut  mengetahui  pihak  keluarga  sudah  pernah  berusaha  mendamaikan

dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun

tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  yang  dimaksud  dengan

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan

perselisihan  dan  pertengkaran  mulut  saja,  namun  rumah  tangga  dapat

dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami istri sudah tidak

sejalan,  tidak  saling  percaya,  tidak  saling  menghargai,  tidak  saling

memperdulikan dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang,  bahwa sejalan dengan pertimbangan di  atas Majelis  Hakim

berpendapat masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat

rahasia,  sehingga  bila  ada  permasalahan  antara  suami  istri  akan  dianggap

sebagai aib keluarga, maka pada umumnya keluarga akan menutup rapat-rapat
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aib  tersebut  sehingga  permasalahannya  jarang  diketahui  langsung  oleh

masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Begitu pula

dalam  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Penggugat,  Majelis  Hakim  menilai

masalah rumah tangga Penggugat tidak seluruhnya diketahui orang lain secara

langsung kecuali Penggugat sendiri yang menceritakannya;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta  keterangan  saksi-saksi

Penggugat  yang mengetahui  antara Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah

tempat  tinggal,  meskipun  sudah  ada  upaya  damai  dari  keluarga  untuk

mendamaikan,  namun tidak berhasil,  hal  tersebut  telah menjadi  sebuah fakta

peristiwa  oleh  Majelis  Hakim  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  terbukti  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis  sering  terjadi  perselisihan

secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut

saling  bersesuaian,  tidak  bertentangan  satu  sama  lain  serta  mendukung

kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah

memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  dalam  hal  ini  Tergugat  tidak  mengajukan  bukti

apapun;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah  pisah,  dan  Majelis  Hakim  di  setiap  persidangan  telah  mendamaikan

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut

merupakan  qarinah (petunjuk)  yang  dapat  ditarik  persangkaan  hakim  bahwa

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Penggugat  tidak  menunjukan

i’tikad  baiknya  untuk  meneruskan  kehidupan  rumah  tanggannya  bersama

Tergugat  meskipun  Tergugat  sangat  berharap  rumah  tangga  dapat

dipertahankan,  dan  selama  persidangan  Majelis  Hakim  telah  mendamaikan

dengan  menasehati  Penggugat  supaya  rukun  kembali,  serta  sudah  ditunjuk

mediator untuk mendamaikan namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk

bercerai  dengan Tergugat.  Hal  ini  menunjukan bahwa Penggugat sudah tidak

berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  di  persidangan  terbukti  bahwa  sikap,

keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun

kerukunan  hubungan  Pemohon  dan  Termohon  yang  akhirnya  menyebabkan
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kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak lagi memperdulikan satu sama

lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Hal

itu  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  perkawinan  yang  memerintahkan

suami  istri  agar  dapat  menjalankan tugas dan kewajiban sebagai  suami  istri,

kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  pernikahan  yang

dipaksakan  dalam  artian  salah  satu  pihak  tidak  bersedia  lagi  meneruskan

kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai

visi dan misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah,

dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak

dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengambil  alih  pendapat  Dr.

Musthafa As Siba’i dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100

sebagai berikut: 

عداما        والنـزاع الشقاق مع لتستقيم الزوجية الحياة فان

فى        ولخير وسلوكهم الولد بتربية ضرربالغ من فىذلك

النـزاع        هذا أسباب يكن ومهما متباغضين بين إجتماع

قة          العل تنتهى أن الخير من فإنه اوتافها كان خطيرا

هذين   بين واحد       الزوجية لكل يهيئ الله لعل الزوجين

الستقرار          و نينة الطمأ معه يجد لحياته أخر شريكا   منهما

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya
perpecahan  dan  pertentangan,  selain  itu  justru  akan  menimbulkan
bahaya  yang  serius  terhadap  pendidikan  anak-anak  dan
perkembangan  mereka,  dan  tidak  ada  kebaikannya  mengumpulkan
dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-
sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut
dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah
mengakhiri  hubungan  perkawinan  antara  dua  orang  suami  istri  ini.
Mudah-mudahan  (sesudah  itu)  Allah  menyediakan  bagi  mereka
pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu
diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya

sering  terjadi  perselisihan  yang  terus  menerus  akan  sulit  untuk  mewujudkan

rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang

diharapkan  oleh  setiap  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya  akan
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menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua

belah pihak.  Hal  tersebut  sejalan dengan pendapat pakar  Hukum lslam yang

termuat  dalam  Kitab  Madza  Hurriyyatuz  Zaujaeni  fii  ath-Thalaq  yang

menyatakan,  "lslam  memilih  lembaga  talak/perceraian  ketika  rumah  tangga

sudah  dianggap  guncang/tidak  harmonis  dan  tidak  bermanfaat  lagi  nasihat

perdamaian  dan  hubungan  suami  istri  sudah  hilang  (tanpa  ruh),  dengan

meneruskan perkawinan berarti  menghukum istri-suami  dalam “penjara”  yang

berkepanjangan,  hal  tersebut  merupakan  sesuatu  yang bertentangan  dengan

semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  salah  dan  benar,  Majelis  Hakim

berpendapat  alasan  perceraian  Penggugat  telah  memenuhi  ketentuan

penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo.

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  belum  pernah

bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155  Kompilasi

Hukum  Islam,  maka  pada  masa  tunggu  tersebut  Penggugat  wajib  menjaga

dirinya,  tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,  hal  ini

sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  biaya yang timbul

dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; 
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Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); 

Demikianlah  diputuskan  dalam musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Sengeti pada hari  Kamis tanggal  03 Februari 2022 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  02  Rajab  1443 Hijriah  oleh  Muhammad Ismet,  S.Ag.,  M.H.

sebagai  Ketua Majelis,  Dra. Emaneli,  M.H. dan  Sulistianingtias Wibawanty,

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh  Roza Miftahul Jannah, S.H.,

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Dra. Emaneli, M.H.

Ketua Majelis

dto

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

dto

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.
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Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp    30.000,00
2. Biaya proses : Rp    75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 320.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp   445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu 
rupiah)
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